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PBRATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHBRA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTAJ^
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH

-Menimbang: : a.

b.

bahwa untuk melaksanak^ ketentuan Pasal 8-1 dan
pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

I^engingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera
T« 1_ / T 1 TVT

1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3420);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3895);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI 4286);

5. Undang-Undang N jmor Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Nomor 5049;)



y

6. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Repubjik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5233);

7. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tent^g :Pes%
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 174,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58,Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia
Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (J^mbaran Negara Republik Indonesia

. " "T^urfJ2b65 '̂Non^^ 137,
. ] '̂"lCepublilc Ind^nesial^onior 4575); '''I,'' ' '•
10. Peratur^ Pem'erint^ Nomor -58- Tahuii^^Od^-tehtang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Pi-ovinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Keputusan Merteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan
Penyesuaian Peristilahan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan;



-> ?

6. iS.j.Eeraturan Menteri Dalam Negeri Nomorl ^ T^un 2-^07
tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;- .

r6.-,rEeratur^ Menteri.D.alamr.NegeriiNomor;37 Tahun:.2007
8*2; tentang Pedoman-Pengeldla^cKeuangaii).Desa<;'.itjr - sia
i7v Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

7.. Uri'.i Rengelolaan KeuanganfDaerajb.
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATl HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkiin. • ,1 ,. : . PERATURANr ./D^RAH ' TENTAN PEDOMAN
PENGELOLAAN:KEUANGAlU5ANiASEf;i)ESA£errtan^^

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

(1) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara

(3) Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah

(4) Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah

(5) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

(6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera

Tengah.

(7) Kecamatan adalah wilayah keija camat sebagai perangkat daerah

Kabupaten.



(8) Desa :adalah, kesatuan masyarakat hulgim yang-memiliki-jbatas-Batas
wilayah yang berwenang untaik mengatur dan men^rus kepentingan
masyelrakat setenipat, berda_sark^ as^ lisul daii' ada;t istiaHSt sbtempat
yane diakilli'clSi^dihomati 'dalam sistem Pemeriritah'^'Kegara Kesatuan

X,( '.-.v-v' T'b • rJiLir
RepubUk Indqm^sia d^ ber^da di Kabi^p.at^Q.H^ipij^^l^^ ":;:V

(9) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatxir
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(10)Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelengaraan
pemerintahan desa.

(11)Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat
- - oleh BPD bersama kepala Desa, berkedudukan- huku

?=7r ;-p6ratur^ desa, bersifat mengatur dalam-pelaks^aan-peralur^^desa.

(12)Anggaran .Pendapatah dari-Bel^ja Daei-ah-y^g
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.

(13) Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah;

(14) Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang
bersumber dari Penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa;

(15)Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asU
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak

lainnya yang sah;

(16)Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan,pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat;



•(l-7)Dana Alokasi Umum Desa yang selanjutnya'-disingkat-DAU-Besa-adalah
' jdana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada desa yang'bersumber dari

iii^u->|Dagian:perblehan pajak daerah, bagian perolehah.retribusi daieral;i;-:C

Jis^.^a perimbarig^ keuang^ pii^ (laef '̂'- y^g diE&ima
;^eiifermtali^ yang daalb1ca^ilfiin"H6"hg^\4uju^
pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai
kebutuhannya;

(19)Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah ' dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja.Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

(20)Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa;

(21)Barang milik Desa adalah kekayaan milik Desa barang bergerak dan
''^ 'barahg tidak bergerak; ' - , ^ ' r.-y:—

(22)Ketiangan desa adalah semua hak d^ kewajiba^^desa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan "desa"^ yang"dap^V^nilm defig^ tiang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban desa tersebut;

(23)Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur
perangkat desa yang membantu Kepala desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa.

(24)Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi :

ban dan pengawasan keuangan desa yang dilaksanakan oleh kepala
desa sebagai pemegang kekuasaan dan dibantu oleh perangkat desa.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



..A - ; •BABJII/I. .v:--, .„• i.-.:- D _u-::v:uh
KEKUASAAN PENGELOLA^ KEUANGAN DESA^ ^

b- •: •"-• V- Jilric-lo df.^.^ah;
(13)11).'Kep^a.'De^ adalah-pemegang-kekuasaan pengqlolaMii£;eu^g^£'des^ ;

^ pe::daii^inewalali Pemerintah Desa'd^aiii!kfepnMilika^ke&^a^|m ;
yang dipisahkan.

2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memp-unyai wewenang:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

_b. menetapkan PTPKD;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam

APBDesa; dan

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa.

3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu
•^i^oi^iEXPKB,r-,-L.: - ^ •;

'A :

\ ^ ;Pasal4";^

1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari
unsure Perangkat Desa,terdiri dari:
a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Seksi; dan

c. Bendahara.

2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal5

1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan
desa.

2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan
keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan

APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;



"c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa; - ^ -•

d. men3aisun pelaporan dan pertaiiggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
_ . dan ... ... . ,
V ive"-'f^013,31:: Keuaagan cLesa ,

^ er.melakukan verifikasi terhadap hulai-DXikh penei^a^• dan
IT o r*;-i ! O":"?:;* S t*: L^O.*rj<a*o rm.li iH^QO ." V

' pengeluarari APBDesa. ' —?r-

Pasal6

1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
bertindak sebagai, pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

2} Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempiinyai tugas:
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya;

b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan
Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
y - -^ggara^belanja kegiatan;

d. mehgendalik^ pel^sanaan kegiatan; . / .-.'v, '
. e. melaporkan perkembang^^ pelaksanaan kegiat^ kepada Kepala

Desa; dan

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.

Pasal7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di
jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan
pengeluaran

pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

APBDesa

Pasal8

(1) APBDesa,terdiri atas:
a. Pendapatan Desa;



• b."Belanja^-Desa; dan: "p .
c. Pembiayaan Desa. = -

d(2) Pendapa^il' ,Desa iseb^gaim^j^-iii^maksud^ l^adacirayat /i|l^-i--hurjaf a
I'^d^asifikasikan menurut kelompok dan jenis. '

•i.(3) Bel^ja DesSi h
diklasifikasikan

menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal9

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) taliun.anggaran yang tidak perlu

'^^dil^ay^keiibEdi ^ . .. . . >.-v-•
''(2)'Peridapat^"*De^'sel5agaiinana^'dimaksuH d^ P3.?al S'.ayat jl), terdiri

atas kelompok: " "" --.'..-s.-.-.
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

b. Transfer dana desa; dan

c. Pendapatan Lain-Lain.

(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri
atas jenis:

a. Hasil usaha;

b. Hasil aset;

c. Swaaaya, partisipasi dan Gotong-royong; aan
d. Lain-lain pendapatan asli desa.

(4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara
lain hasil Bumdes, tanah kas desa.

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain
tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan
irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang
mel'jatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai

dengan uang.

(7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf



!.. / • d antara lain hasil pungutan desa.

{'A' " i >•l! jl'fiCiS ilt [3. j li LIJ"!JJ cl

.. • ~^1) Kelompo^^transfer_seta^aim^a^^^^

terdiri atas jenis:

a. Dana Desa;

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
c. Alokasi Dana Desa (ADD);
d. Bantuan Keuangan dari APED Provinsi; dan
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat unium dan khusus.

(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
peng^naan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling

;.(4.) Ke^gmpok ,:p^n^patanLlain:fimn^,s^tegaim^a^^ (2)'

c, terdiri atas jenis:

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan

b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah

pemberiaji berupa uang dari pihak ketiga.

(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil keijasama
dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 12

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b,
meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan

kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.



"v'(2)"Belanja.desa sebagaimana-:dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

. * r-, . vo. . ^ -

Pasal 13

1.-', ocbag^:uana dima:?yu^^ dalam ai _
" (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana diiri^su&daJ&i Pdsal 8 ayat (i)-

huruf b, terdiri atas kelompok:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Pembefdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tak Terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam
RKPDesa.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
a. Pegawai;

Pas^l^4 ^

(-•) :c Ci- MbdalV- -• - ' '• - yv-

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan
tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan
pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

(3) Belanja pegawai sebagaimana Himaksnd paHa ayat (2) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksiid dalam P asal 13 ayat
(3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. alat tulis kantor;

b. benda pos;

c. bahan/material;
d. pemeliharaan;

10



- e,,eetak/pengg^daan; .LU-. vllJ -.a (l; dipri-u-_-k.Lii
••-- • f. sewa-kantdr;-desa;='-'\.^;"^- - * ^

g. sewa perlengkapan dari peralatan kantpr;
h. makanan dan minumarixrap^t;''.o
i. paJcaian dinas dari^atnbutnya; -- ; ;;^ . .

' ' • -- ••. o"- p' ""ZCi 'i d-irc;7" nHc Hs'Ij:;";": ..Tfi2=2Ci£ "p.:.' uS"iir -i-1 i • —
• j. peijal^an dinas;

k. "upah keija;
1. honorarium narasumber/ahli;

m. operasional Pemerintah Desa;
n. operasional BPD;

o. insentif Lembaga Kemasyarakatan/LPM, Rukun Tetangga /Rukun
Warga; dan

p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
(3) Insentif LPM, Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga
RT/RW dalam ran^a membantu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,

T"' ""'sfeirt^peifiber&ay^^rii^sy^akat.desa. - -
'- (4)-Pe^berian b^ang pada inasy^^at/kelpmpc^^ sebagaimana

dimaksud pada ayat "p"^ Hilal^kM '̂ u^ menuhjang
pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c,
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan
barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bnlan.

(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
desa.

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB),
pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia
anggarannya.

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang dan/atau mendesak.

11



-.(3) -Ke^daart;j- darurat^ sebagaimana dim^sud ayat (1) yaitu antara lain
dikarenakan bencana alam, kerusuhan sosial, kerusakan sarana dan

:prasar^%>'-•••xn ^ •'---•ti kantor;

n(4)iKeadaaiiILu^j-biasai;sebagaiinana dimaksud'ayat (1) karena KLB/wabah.
•,(5) KeadadhidariH:at:f.d^Uu^n53t)i^sa sebkgaim^a ayat (3).ditetapkan dengan

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
kelompok: _ _ __

-i- - . .^au.PeneidmaaLn/Pembiaya^

-

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagmiii^a-difc^sud pada ayat (2) huruf a ,
mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan; dan

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan
belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

/c\ o:n-*A 1 : Ji... •• J j_ - ia\ i :
£3i;L/Cl.gCUlllCXllC3. cXL lllCl Lt^CUVCUl

pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil

dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari

rekening dana. cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran

berkenaan.
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;. •; .(7) Hasil penjual^ kekayaani desaryahg::dipisahkari isebagaimana-dimaksud
•' • pada ayat (3) huruf ie digianakan iuninikrmenganggarkan hasil -rpenjualan

py- ikekayaan desa yang dipisahkan.
!-•) iucii* ..itiSSi ^.cOS-iiriiLiLciiici Ctii'u •• li^SViu a.y3.L j ; rZcu'dfi.-A j/'.••"nC-c;.

!>.•; da"mr=t;-.dan^iiAa^at^3J.di^tap.-zan dengan ;•
(1) Pengelu^ari "Penibiaya^" s'eb'agaimaB'a dm ayat (

2) huruf b, terdiri dari :
a. Pembentukan Dana Cadangan; dan

b. Penyertaan Modal Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang
penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan
dalaxQ satu tahun anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan peraturan desa.

(4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
_ --memuafe--^ 7-:-- — -

' f '̂ I^^-'laene^pan'ttiju^ d^a cad^gan; - . " -
' "b.'^fd^dsrS^k^^as^n-yang^arP dibiay^ dari d^^^

c. besaran dan rihbi^ tahun^~dinir"c^ y^g fianis diangg^kan;
d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari
penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditempatkan pada rekening pemerintah desa tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan
kepala desa.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 20

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
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-(2) S^krej^s-iDesau menyampaik^Aifaneahgan -Peraturaii:. Desa-:teritang
AEBDesakepada-KepalapDesai-ii^i-'-.i-- i-ri;:.: ..-lyii

K(3y?^|ianGaiigaij"?p^a"tyfan"Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat- (2) disampaili^ oleh Kepala Desa kepada Badan

_r Permusyawarat^'Pesa-tinfek^ibaHas dan di ,
(4)";^^cangan "i^eraihJtari A'PBlDesa disepakati bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan.

Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan
oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling
lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari keija sejak

e diteidm'^yaiRancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
a.rnr^net-'r'-nTcia-A?.

>.,(3) Dalain ]faal3upati^di^.^em evaluasi dal^ batas waktu
^ sei)agairnana= dmi^sud^-pada-ayat-(2)^Perataran Desa fesebut berlaku

dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan, Kepala Desa melakukan penyempumaan paling

lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap

menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi
Peraturan Desa, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dengan

Keputusan Bupati.
(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekaligus

menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala

Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional

penyelenggaraan Pemerintah Desa.
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• i; :(4) Kepala Desa memberheritikan pelaksgnaan JReraturariLDesa Palingdama
" • 7 i(tujuh)-:haritikeija: setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada

o) K- 'ayat :(3) dan>selanjufiiya Kep^a pe?^:bersama'BPD: mencabut peraturan
..p&JadesaMimak_^udavSai?i_. '̂'lkcLr. _ r.-e-:-. kc_

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari keija sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku
dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

: di -jpe^rid^g^und^g^rfe l^e^i cmfelaj^k^rjpenyempurnaan paling
(3; D^iidaiiiia:? '̂ juhj.hanikegar±erhitungisej^>:diterimariya-hasite^

{̂5)-'Apabila-^h^sH^ /evlluasip^^tiS '̂̂ ^^ditMdaklanjutir -oleli' Kepala Desa
sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa,
Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada
Bupati.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasiaii evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan
Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 24

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
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Pasal 25

(1) Pemerintah desa dilarang melakxikan pungutan sebagai penerimaan
desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

(2) .Bend^ara , dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah
• memenuhi kebutuhan. operasional pemerintah

desa.

(3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa
ditetapkan menjadi peraturan desa.

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional
perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu hams dibuat Rincian
Anggaran Biaya yang telah disahkah oleh Kepala Desa.

Pasal 27

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan
kegiatan hams disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran
Biaya.

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran
yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan
mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 28

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
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Pasal 29

(i) Pengajiwaiii^PE-aebagaimi^adim^^ d^_^iPas^c2:8:^^^^ fljiterdiiiatas:
; ; cfesSmat-ifei^int^totPettibay^^}(SPP)jvu : de i.

U'a^ Aiii Ki'.s. .D r sa .. pada, jv..nlali

Pasal 30

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh

pelaksana kegiatan;
b. menguji kebenaran perhitxingan tagihan atas beban APBdes yang

tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan

^3- p.---V.apabila Ud^k^m^^ei^ute ya^g,di1;^l;spk£^^...^. ^
' j^tS&,<^S3g}^to_^S^Pjy^g;-tei^/dr t)esa sebagaimana

; ^ (1), Kep^ 6esa menyetujui permintaan
pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2)
selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
aipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peramran
perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 33

(1) Perubahan Peraturan Desa dapat dilakukan apabila teijadi:
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a. keadaan yang menyebabkan hiarus dilakukan pergeseran antar jenis
belarija;

R. 011"^! -^g^ff^ii^^gemrSfiyaMnis'di^nakan dalam tahun beijalan;
,X'/ij ^••• dal^" 'pehdapatan desa

d. teijadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran.

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara
penetapan APBDesa.

Pasal 34

-i ;r~"-^disMtirk^^^et^^' diteta^^ Peraturan Desa tent^g Perubahan
APR Desa, perubatian diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang

perubahan APBDesa.

(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diinfonnasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 35

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara
tertib.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.
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Pasal 36

- ._spbagaim^a idimaksud
:•- '- -•''d^J '̂̂ .PjL^^i3^,^ati(2), menggun^^:^ , :./;^

' *• V^"*- ^ /,. ^ ^ ^3 c^ 1^ ;<U. i. Li C. it.Li X± '-•i. c<i. ^ CC4, t > .^

c. buku Bank.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 37

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati berupa:
a. laporan semester pertama; dan

b. laporan semester akhir tahun. Dan

c. laporan pada setiap tahapan pencairan dana desa dan ADD
ji) i^2)i^^^fi^eme^e^perfgm"a'Sebaga^^a"dlffi^s^^ pada' ay^t^i) huruf a

j sel1;^e^^%la^pfafi >=-;s . vdkv ' '.
- ~^^^^(3)^^fep6Y^^fe&3aM^pel^s^a^^APBDesa seliagtoiana dimaksud pada

ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 38

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja,
dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
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(4) Peratoan Desa tentang. Jlapbran .pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri;

"-'C
•ajLb^ky.to Kekay^n Milik. De^.^per 31 Desember Tahun

^l=i®€cH-i^ng^iiSan^berkenaafij^an''^
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

masuk ke desa tahun berkenaan.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

mas3^ar^at seeara.tertulis dan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan
informasi desa, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan

kepada Bupati melalui camat atau sebutan lam.

(2) Laporan pertanggungawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1
(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas

Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran

serta Pemyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan

APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan
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(4) tamf bj.Pasal 37.danrPasal 38 tercantum-dalam Lampiran-yang merupakan
pb'agianiidak terpisahkan.- " • • • " -

- •• 7 Pasar43 r
:--ViP^--.'fOX iilSlt.. I-vVip'Orr. 11 ICt' j'Tvilill'-'l DsSc; jJCl' 3i '1-

lanjut -mengenai~Pengelolaari Keuangan Desa diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

(1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan
penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan
Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa.

(2) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan
....ppngelolaankeu^^^ desa. ... .

'lit ' ' kabupate;n .-sebagaimana
9^am-ayat ' •

r-i^r^Lr-'iVlein^erik^ pedom^ dan bimbing^ pelaksanaan ADD;
b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan

keuangan desa yang mencakup perencanaan pen3aisunan APBDesa,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;

c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa;

d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi
keuangan desa.

(4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam
ayat(2) m,eliputii

a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset

desa;
c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup

perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan
pertanggung-jawaban APBDesa.

Pasal 45

(1) Apabila pengelolaan keuangan dan/atau perangkat desa dalam
menjalankan tugasnya terbukti menyalagunakan keuangan desa,maka
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..l I:, wajib inenggantikM- se.auai Aengan:n^aiLnpmina^yaI;^^disalahgunakan
H.dengan-m'emhuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

(2), Apabila pengelolaan keuangan dan/atau perangkat desa sebagaimana
. maksud ayat (1) tidak dapat i menyelesaikan kewajiban, maka kepada

yang bersangkutan dituhtut" sesuai dengan ketentuan hukum yang
; V,, t r- ^ .

BAB VII

Aset Desa

Pasal 46

(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa,
pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan,
pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa,
pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain:

w^-.-.^,%....kekayaan_^desa.,y^g dibeli atau ,diperoleh atas .beban Anggaran

Pendapat^ dan Bel^ja Desa;

yang' dipefoleh "dari hibah dan sumbangan atau
yang sejenis;

c. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
peijanjian/kontrak dan Iain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. hasil keija sama desa; dan

e. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(3) Aset lain milik desa sebagaimana dimaksud nada ayat (2) humf e.
antara lain : diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 47

(1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal
Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

(2) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain tambatan perahu, pasar desa,
tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkur^an, pos
pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, sefta perpustakaan desa,
embung desa, dan jalan desa.
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(3) ., Pemberian-Hibah sebagaimana dimaksud- pada P9.sal 46 ayat (2) huruf
. ,-b ses-uai'dengan keteintxian peraturan Peruhdarig--undangan.

^(2) I - ^ -
millrl-S'J Q c:j/5L ^1; .lC.Lt.1_'' IC.; r". ;;il j,Ll_ -i- H

'Vang bersan^kucRG di"•.i'ili-.c •='«'::>^?asar'48-'-^-'i ^ j
'ryiV-i---vi^ heriak'i'v. • " ...

(1)" "kekaya^ milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan
untuk fasilitas umum.

(2) Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain jalan
umum, jembatan umum, balai pertemuan umum, kantor pos.

Pasal 49

Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan
milik Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan
pengelolaan kekayaan milik Desa;

(2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Kepala Desa di bantu

kekayaan IVfilik Dfesa;
^T'^Uiijsur peraif^at" E5esa seSagai perigunis Kekayaan milik desa.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa dan tata cara pengelolaan

kekayaan milik desa diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman
pada Peraturan Daerah.

BAB VII

itAllAN USAHA Mimiv Dii^A

Pendirian

Pasal 51

(1). BUM Desa didirikan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan potensi desa dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa.
(2). Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati

melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3). Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan agenda :

a. Membahas kebutuhan masyarakat dan potensi desa untuk

menentukan unit-unit usaha yang dapat dilakukan oleh BUM
Desa:
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r - b; Membalias pepdiriarij organisasi dan pe'ngurus BUM Desa;
" - • Menetapk^"'^

(4). BUM .Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ad^ah badan hukum
•/ :• .spesi^.- r-wu •:)

BUM Desa sebagaimana dimaksud^pada^yat (4) beijalan
dan berkembang dengan baik, BUM Desa dapat membentuk Badan
Hukum sebagimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

(6). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah
diundangkan dalam lembaran Desa.

(1) BUM Desa bersifat:
Menc^ Keuntungan

Sifat dan Tujuan
Pasal 52

.Id ,Cg;c Memb^toipenyelen^araan*pemerintahan desa

d. Membantu memenuhi kebutuhan masyarakat desa

(2) Tujuan BUM Desa adalah :
a. Meningkatkan perekonomian desa;
b. Meningkatkan pendapatan asli desa (PADes);

c. Meningkatkan pengolahan potensi desa;
d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

pedesaan;
p i\/TfimV>pntn Tnnsii nrnHnVci mocTro-roXrat des?. daii mcndapatkan

harga yang memadai;

f. Membantu peningkatan daya saing masyarakat desa.

(3) Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
BUM Desa dapat bekeijasama dengan BUMN, BUMD, Koperasi dan

swasta.

Organisasi Pengelola
Pasal 53

(1). Organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari :
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a." Dewan-Komi^aris;. ••• - - -

b. iDir^sf* dan "

(4j. BU;\;(f'(^gnp[gi|j:rriana diiTii,;r,:ud ;wda

- (^. ^Dew^ Komisaris sebagaimana dimaksud^ayk'.ayat (.1) huruf a terdiri
dua ^orang pihak hiaf'yang

mempunyai kompetensi dan professional dalam bidangnya serta
bersifat independen.

(3). Dewan Komisaris yang berasal dari pihak luar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diangkat melalui musyawarah desa.

"(4). Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b c^fi^at oleh
komisaris.

(5). Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung
jawab kepada dewan komisaris.

(6). Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan
desa.

c;b; P.rb.l^r^"' •p 2j'J!'

^-~-Pasal54

(1). Jenis usaha BUM Desa antara lain dapat mencakup;
a. Agribisnis;

b. Transportasi;

c. Jasa/perdagangan;

d. Telekomunikasi;

e. Pariwisata;

f. Jasa keuangan;

g. Pertambangan dan migas;
h. Kelautan dan perikanan;
i. Kehutanan;

j. Perkebunan;

k. Petemakan;

1. Penyediaan kebutuhan pokok;

(2). Modal BUM Desa terdiri atas seluruh atau sebagian kekayaan desa
yang dipisahkan.

(3). Modal BUM Desa sebagaiman dimaksud pada ryat (2) dapat berasal
dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah,
bantuan pemerintah provinsi, bantuan pemerintah kabupaten,
bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, dana bergulir, pinjaman

Jeniis -Usaha'dan Permodalah
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•dan/atau-"keija,saina dengan pihak lain atas dasar saling

"c. i^sngciO'ri.
Hasil Usaha

/oi i•'i" - tr"-"'', -.u.... Pafiial 55

(1). Hasil Usaha BUM Desa diperuntukkan bagi:

a. Pengembangan usaha antara lain melalui pengembangan jenis
usaha, pengembangan kerjasama dengan lembaga ekonomi lain,
pengemb^gan modal melalui pendayagunaan partisipasi
masyarakat.

b. Pembangunan Desa yang dibutuhkan masyarakat pembangunan
desa, dan pemberian bantuan sosiaJ masyarakat miskin melalui

hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan
dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.

" .c~'_Membjerik^.penin^at^,kesejahteraanpengelola.BUM"desa.

(2).—Dalam--h^ usaha BUMDesa belum beijalan dan berkembang baik,
hasil usaha sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat sepenuhnya
digunakan untuk mengembangkan usahanya.

(3). Dalam hal usaha BUMDes mengalami kerugian menjadi beban
BUMDes.

Kerja Sama
Pasal 56

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau
lebih dan dengan pihak ketiga.

(2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar
kecamatan dalam satu kabupaten.

(3) Kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah
Desa dan diwujudkan dalam bentuk keijasama antar Desa.
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Pasal 57

(1) ^eijasaina antar Desa mengenai BUM Desa secara teknis dilakukan
c. - oleh Badan Usaha Desa di 2 (dua) desa atau lebih.

(2) Kerajasajna teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
peijarijian keqasa '

(3) Naskah perjanjian keijasama teknis usaha desa antar 2 (dua) Desa
atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) disampaikan kepada masing-masing Kepala Desa paling lambat 14
(empat belas) hari sejak ditandatangani dengan tembusan Camat
dimana kedudukan desa yang bersangkutan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban .

Pasal 58

(1). Direksi melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

-• •.^-pen^elolaan us^a BUM Desa kepada Dewan Komis^.s;

(2). Kepala Desa melajwrkan perkembangan usaha BUMDesa raelalui

' foruin miisyawafah Desa. - '

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 59

(1). Bupati melakukan sosialisasi dan bimbingan tekhnis atas norma,
standar, prosedur dan kriteria pengelolaan BUM Desa serta

memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan

manajemen BUM Desa di Kabupaten.

(2). Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi

pengelolaan BUM Desa.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUM Desa diatur dalam

Peraturan Bupati Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah.
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BAB Vlil
Pinjaman Desa

(i) Korj^ _ Pii^aman aiicJi
oleh Badan Usciha Dec--' :ii 2 -Pasal 61 - '

12) Kerr.;;aG^j^?. teknin ssc ^ ^ ['] dalam
setelaih mendapatkan

persetujuan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa,yang berlaku

setelah disahkan oleh Bupati.

(2) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus

mempunyai aguanan/pinjaman

Penggunaan Pinjaman
Pasal 62

Pinjaman Desa dapat digunakan untuk:

a. Meningkatkan Pendapatan asli daerah

atau iisaha yang ^dapat meningkatkan pendapatan desa

cl'^^^'Menambaliv'penyer^ pemefintalidesa kepada Ba'dari Usalia

Milik Desa dan atau usaha-usaha lain milik desa.

Pasal 63

Pinjaman Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai Belanja Rutin

Desa.

Sumber Dana Pinjaman
A

Dana pinjaman Desa bersumber dari:

a. Pemerintah Kabupaten dan ataupunPemerintah Propinsi.

b. Bnk-Bank Pemerintah.

c. Bank Pemerintah Daerah.

d. Sumber-sumber lain yang sah.
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Pengadaan dan-Persyaratan Pinjaman
-Pasal 65

c •Pengadaan pinjaman desa didasarkan-pada manfaat dan prioritas dari
us^a ekpnomi desa yang menguntungkan bagi perkembangan

(iKp^^l^^^d^^dani.pe^^ H^a serta untuk peinbayafan>kemb^i
pokok pinjaman dan bungan serta biaya lain yang berhubungan dengan
pinjaman desa.

Pasal 66

Pemerintah Desa dapat mengadakan pinjaman setelah memenuhi
persyaratan seba'gai berikut:
a. Pemerintah Desa membuat proyeksi kapasitas membayar kembali

pokok pinjaman dan bungan pinjaman dan biaya yang berhubungan
dengan pinjaman.

b. Persetujuan Rapat Desa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
anggota BPD.

c. Melalui camat dimintakan Persetujuan kepada Bupati.

cr . 'vb;

Pasal 67

Kepala desa atas nama desa dapat melakukan penandatanganan pinjaman
setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan
daerah ini.

Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Pasal 68

Pf=!ncrcnTnflfl7i rifln •nf='-n<7f»TnHj:»lipn niniampn •npmprintfl'h HiflncraflrVfln
X w j.- ' - OO'""''

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 69

(1) Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dan pengembalian
pinjaman desa

(2) Kepala desa setiap tahun anggaran mempertanggungjawabkan
penggunaan atau pengembalian pinjaman desa kepada BPD.

(3) Kepala desa mewakili desa did?lam dan diluar pengadilan berkaitan
dengan pinjaman desa.

(4) Berkaitan dengan ayat (3) pasal ini apabila dipandang perlu kepala
desa dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakilinya.
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Pengawasan Penggunaan Pinjaman

Pasal 70

P&mu pesa melakiik^ ,peligawasah'?efHadap
=1 desa/ ' '

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

(1) Seluruh peraturan- pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur
mengenai Keuangan Desa tetap berlaku selama belum digantikan
dengan yang baru dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini;

(2) Selambat-lambatnya waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya
peraturan ini, kepala Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa
tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Daerah ini. . .

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Tengan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kerjasama
Desa, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa,
Peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Alokasi dana Desa, dan
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Badan
Usaha Milik Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,sepanjang mengenai
pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
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Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

•^gar ""^etidp ^drang mengetahuinyaf' • Tnemeriht^'kaii P pengundangan
ini' ked^am LembdiPan Daerah Kabupaten Halra^era

Tengah

Ditetapkan di : Weda
Pada TanggallS Februari 2016
BUPATI HALMAHERA TENGAH

. Diund^gkari-di Halm^era.Tengah ..
^Pada T^ggal 19. April 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HALBIAHERA TENGAH

BASRI AMAL

\

M. AL YASIN ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2016

NOIvIOR iu
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